PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 08 / PRT/ M / 2011
TENTANG

PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA

Menimbang

Mengingat

KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (5)
dan Pasal 8B ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 04
Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembagian

Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

1.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 95);

.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |

Kementerian Negara;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan

Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di
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Bidang Penanaman Modal;

7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P

Tahun 2009;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI

USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan

jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
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. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi
keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha
untuk menentukan izin usaha sesuai Kklasifikasi dan kualifikasi yang

diwujudkan dalam sertifikat.

. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan
usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa
konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen

perencanaan atau bentuk fisik lain.

. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan
usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa
konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk
mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik

lain.

. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan
usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa
konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan konstruksi

sampai selesai dan diserahterimakan.

. Klasifikasi adalah bagian Kkegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan
subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian
kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan/atau
keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-

masing.
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7.

10.

11.

12.

13.

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman
kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan
keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut

tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

. Kekayaan Bersih adalah kekayaan kotor dikurangi semua hutang, nilai

tanah dan nilai bangunan.

Tenaga ahli tetap adalah tenaga ahli bersertifikat yang dipekerjakan oleh
badan usaha jasa konstruksi dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak

tertentu sesuai dengan peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan.

Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) adalah pimpinan badan usaha

yang ditetapkan sebagai penanggung jawab badan usaha.

Penanggung Jawab Teknik (PJT) adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk
PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam

operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.

Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk
pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek
keteknikan satu Kklasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai

dengan keahlian yang dimiliki.

Batasan nilai satu pekerjaan adalah jumlah maksimal nilai satu paket
pekerjaan yang mampu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana Jasa

Konstruksi.
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